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BUPATI SAROLANGUN, 

a. bahwa bahwa untuk me.laksanakan kerentuan Pasal 20 
ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2017 teotang Pembentukan dan 
klasifikasi Cabang Dinas dao Unit Pelaksana Teknis 
Daerah, perlu meoetapkao Peraruran Bupati Sarolangun 
tentang Pembeotukan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

b. bahwa berdasarkan surat Gubemut Jambi Nomor: S- 

061 / 107 /SETDA.ORG-2.3/1/2018 tanggal 15 Januari 
2018 ten tang Persctujuan Pcmbentukan Unit Pelaksana 

teknis Oaerah Pada Kabupatcn Sarolangun tahun 2018, 
sebagimana tercanrum dalam lampiran rckomcndasi 

nomor urut II angka 1 (satu) pada kolom 3 (tiga) dapat 
disctujui dibcntuk UPTD dengan Tipelogi A; 

c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, pcrlu mcnctapkan Peraturan 
Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Llngkungan Pada 
Oinas Llngkuogan Hidup Kabupaten Sarolangun; 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANJSASJ, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA UNIT PEIAKSANA TEKNJS DAERAH LABORATORIUM 
LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN SAROLANGUN 

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN 

NOMOR '3 TAHUN 2018 

TENTANG 

BUPATI SAROLANGUN 

PROVINS! JAMB! 

IINUT PER~TURAN GUPAli I 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah bcbcrapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 centang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembcnrukan dan Susunan Perangkac 
Daerah (Lembaran Daerab Kabupaten Sarolangun Tahun 

2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan 
Pera tu ran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 tahun 
2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

ten tang 
Republik 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Pemerintahan Daerab (Lemba.ran Negara 

I. Undang-Undang Nomor 54 Tabun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tabun 1999 
tentang Pembcntukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 81, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3969); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

(~,,·IJI l'fllA1llllbN UUl'ATI) 

Mengingat 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dima.ksud dengan: 
I. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan oleb 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembanruan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dima.ksud dalam Unc!ang-Unc!ang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Dacrah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintaban Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Sarolangun. 
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sarolangun. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Jembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah daerah. 

7. Sckretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun. 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANlSASI, TUGAS DAN FUNGSJ 
SERTA TATA KERJA UNIT PElAKSANA TEKNIS DAERAH 
LABORATORIUM PADA DINAS UNGKUNGAN HIDUP. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Dae rah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor IO); 

6. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 
tentang pedoman pembentukan dan kalsifikasi Cabang 
dinas dan unit pelaksana teknis daerah; 

7. Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2016 tentang susunan 

organisasi, kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Dinas Linglrungan Hidup; 
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BABIV 

SUSUNAN ORGANISASJ 

Pasal 4 

fl) Unit pelaksana teknis Daerah Laboratorium Linglrungan merniliki tipelogi A. 
(2) Tipelogi A pada UPrO Laboratorium Lingkungan memiliki sauktu.r sebagai 

berikut: 
a. Kepala UPrO dengan eselon IVa/Pengawas; 
b. Kepala Subbagian Tata Usaha dengan eselon IVb/Pengawas; 
c. Jabatan Fungsional. 

BAB ill 
KEDUDUKAN 

PasaJ 3 
(1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium merupakan unsur pelaksana 

rugas operasional/penunjang Oinas Linglrungan Hidup Kabupaten 
Sarolangun. 

f2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh 
seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah dan bertangung 
jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Sarolangun. 

BABU 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

8. Oinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun. 

9. Unit Pelaksana Teknis Oaerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit 

Pelaksana Teknis Oaerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Sarolangun. 

10. UPrD Laboratorium Linglrungan adalah unit yang bertugas melaksanakan 

pengujian kualitas lingkungan dengan standar parameter dan menyusun 

Standar Operasional Prosedur laboratorium lingkungan. 

I J. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun. 



Pasal 5 

(l) UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai wgas pokok menyelenggarakao 
kegiatan pengujian kualitas lingkungan dengan standar parameter dan 
menyusun Standar Operasional Prosedur laboratorium lingkungan serta 
pemeliharaan fasilitaS Laboratorium. 

(2) Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD 
Laboratorium Lingkungan mcmpunyai fungsi: 
a. Menyusun rencana program kegiatan laboratorium lingkungan; 
b. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan teknis operasional atau 

kegiatan teknis penunjang dibidang laboratorium lingkungan; 
c, Pelaksana pelayanan, pengembangan dan pemeliharaan Laboratorium 

Lingkungan; 
d. Penyediaan informasi basil kerja laboratorium lingkungan; 
e. Pelaksanaan pengembangan SUmber Daya Manusia; 
I, Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dunia industri, serta 

kepentingan pemerintah dibidang laboratorium lingkungan; 
g. Melaksanakan kegiatan pengelolaan laboratorium lingkungan; 
h. Memberikan rekomendasi hasil pengujian laboratorium lingkungan; 
1. Mengkoordinir dan mengawasi pe!aksanaan petugas labor; 
j. Melaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya; 
k. Pembagian rugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya, 
I. Menjaga standar kompetensi dan objelctifitas personel; 

BABV 

TUGAS DAN FUNOSI 

(3) UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang 
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Sarolangun. 
(4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kcpala Sub Bagian yang berada dibawah 

dan bertanggungjawab Kepada UPTD. 
(5) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tereantum 

dalam Lampiran yang mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

[:,t;'\IJJJ PfllATUilA.~ OUPATI) 
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Bagian Kesaw 

Kepala UPTD 

PasaJ 6 
(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerab Laboratorium Lingkungan mempunyai 

tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan dalam 
merencanakan, melayani, menjamin kualitas pengujian serta pemeliharan 
peralatan, baban dan dokumen pengujian dari hasil laboratorium 
lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Llngkungan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 
a menyusun dokumen perencanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Laboratorium Lingkungan sesuai ketenwan berlaku sebagai bahan 
perumusa.n dokumcn perencanaan; 

m. Monitoring dan evaluasi stander pelayanan pengambltan contoh uji 
dan pengujian parameter kualitas liogkungan serta pengelolaan 

limbah la boratorium; 
n. Menjaga kesclamatan dan kesehatan kerja; 
o. Pelaksanaan peng,ambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan 

contoh uji parameter kualitas lingkungan; 
p. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas 

lingkungan; 
q. Validasi metode pengambilan contob uji dan pengujian parameter kualitas 

lingkungan; 
r. Validasi klaim ketidakpastian pengujian; 
s. Menjaga komitmen manajemen muru sesuai registrasi sertifikasi 

akreditasi; 

L Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu Iaboratcrium, 
u. Penanganan pcngaduan hasil pengujian; 
v. Melaksanakan pckerjaan pembuatan model simulasi pengendalian 

pencemaran liogkungan; 
w. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapa.k; 
x. Melaksana.kan inventarisasi sumber-sumber emisi/ efluen di daerah 

tapak; 

y. Membantu dalam mela.ksanakan pengawasan terhadap industri dengan 
mengambil sampel dan data-data lain. 

lttl~lll l'fRIJllllM llUl'ATI) 
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b. menyusun rancangan kebijakan teknis Unit Pclaksana Teknis Daerah 

laboratorium tingkungan yang berpedoman kepada ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan rumusan; 
c. menyusun indikator kincrja utama, standar pelayanan minimal, standar 

pelayanan dan standar operasional prosedur Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Iaboratorium lingkungan sesuai ketenruan berlaku sebagai 

pedoman pelaksanaan rugas; 
d. menyusun dan menandatangani pcrjanjian kinerja Unit Pelaksana Teknis 

Daerah laboratorium lingkungan secara berjenjang sesuai ketenruan yang 

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan rugas; 
e. menyusun rencana kegiatan operasioaal Unit Pclaksana Teknis Daerah 

laboratorium lingkuagan scsuai petuajuk pelaksaaaan dan petunjuk 
teknis sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

f. melaksana.kan penatausahaan meliputi perencanaan, penerimaan, 
penyimpaaan, pemeliharaan, peagelolaan, pendistribusian, monitoring 
daa evaluasi bidang Jaboratorium lingkuagan; 

g. melaksanakan fasilitasi teknis kepada perugas di UPTD laboratorium 
lingkungan; 

h. mengendalikan pelayaaan publik Unit Pelaksana Teknis Daerah 
laboratorium lingkungan yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
sesuai stander pelayanan minimal yang telah ditetapkan; 

i. melaksanakan evaluasi kegiatan Unit PeJaksana Teknis Daerah 
laboratorium lingkungan secara berkala untuk perbaikan kinerja yang 
akan datang; 

J. melaporkan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Tekn.is Oaerah 
Jaboratorium lingkuagan kepada kepa)a dinas sesuai dokumen 
perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

k. membagi dan menyelia rugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku 
untuk kelancaran pelaksanaan mgas; 

I. melaksanakan peniJaian prestasi kerja cerhadap sasaran kerja pegawai 
dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan 
kinerja bawahan; dan 

m. melaksanakan rugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan 
tugasnya. 
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8agian Ketiga 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 8 
Dilingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan Pada Dinas lingkungan hidup 
dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tenentu sesuai Peraturan Perundang 
undangan yang bcrlaku. 

Bagian Kedua 

Sub 8agian Tata Usaha 

PasaJ 7 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunya, tugas dalam mermmpm, 

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas pelayanan 
kesekretariatan yang meliputi pembinaan dan pengawasan, peyelengggaraan 
urusan keuangan, kepegawaian, kchumasan, hulrum, surat-menyurat, 

kearsipan, ekspedisi, pengadaan, administrasi, organisasi dan tata laksana 
rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 

bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan, pengumpulan dan pengolahan/analisa bahan-bahan 

penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan 
urusan kcuangan, kcpcgawaian, kchu.masan, bukum, surat-rnenyurat, 
kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlcngkapan, 

penyusunan program dan pelaporan; 
b. mengelola surat-menyurat, meliputi kearsipan dan ekspedisi, pengadaan 

dan pendistribusian; 
c. mempersiapkan perlengkapan rapat dan pclatihan; 
d. melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan; 
e. melaksanakan administrasi staf, ma.syarakat dan dunia industri; 
f. mengelola urusan administrasi barang/alat, perawatan dan pemeliharaan 

barang/ alat inventaris; 
g. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen 

yang terkait dengan UPTD; 
h. memberikan in!ormasi kepada masyarakat dan pelayanan lainnya; 
1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UP1'D sesuai dengan 

kewenangannya. 
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(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kelompok 
Jabatan Fungsional, harus menerapka.n prinsip koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Organisasi maupun 
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Jainnya. 

(2) Setiap Pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan 
yang dipimpin dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkab 
langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya satuan organisasi menerapkan petunjuk dan 
menyampaikan laporan kepada pimpinan masing-masing dengan 
memperhatikan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku, 

Pasal 11 

TATAKERJA 

BAB VU 

Pasal 10 

(1) Kepala UPTD, Kepala Subbagjan dan Jabatan Fungsional diangkat dan 

diberhentikan Oleh Bupati. 
{2) Pengangkatan dan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 

atas dapat dilakukan oleh Bupati atas Usu! Kepala Dinas Melalui Sckretaris 

Dae rah. 
(3) Pengangkatan dan pembcrhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berpedoman pada ketentuan dan peraruran perundang-undangan yang 

berlaku. 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

BABVI 

(I) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang 
terbagi dalam bcrbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. 
(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan bcban kerja 

sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 9 
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SERITA DAERAH KABUPATEN SAROIANGUN TAHUN 2018 NOMOR 

THABRONI OZAL! 

Diundangkan di Sarolangun 
pada tanggal lb jAUUM-1 2018 

SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, 

CEKENDRA ~H'JAO NASAi SH. 

Ditctapkan di Sarolangun 
Pada tanggal 16 lAl,l\lA~ 2018 

~ SAROLANGUN, 

. - 
-- 4 

TE,.,,.6 r,, TEl ITI I..EBEXARA/l!iYI 
~r·\oi~,.,iJt"HMI&..-,.. .:ASAG~ ... ~I~ 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sarolangun. 

BABVID 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 
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KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANISAS! 

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN 

TIPELOGI A 

LAMPTRAN PERATlJRAN BUPATI SAROLANGUN 

NOMOR g TAHUN 2018 
TANGGALlb ~iJ 2018 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS!, TUGAS 

DAN FUNGS! SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DAERAH LABORATORJUM L!NGKUNGAN PADA DINAS 

L!NGKUNGKAN HIDUP KABUPATEN SAROLANGUN 

- ..... ., .. ~ ~ ~' I t? ... ,,,""'•R .. ,,. .J 


